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ABSTRAK: Untuk mengetahui dan manganalisis peran humas pemerintah dalam membentuk pengelo-
laan managemen reputasi di era keterbukaan informasi publik.Tentunya reputasi yang diharapkan adalah
reputasi positif instansi pemerintah.Dalam pengelolaan managemen reputasi pemerintahan oleh humas,
harus disadari bahwa reputasi merupakan aset penting bagi instansi pemerintah, karena kepercayaan ma-
syarakat dibangun berdasarkan reputasi.Kehancuran reputasi dapat terjadi karena beberapa sebab.Sep-
erti konflik internal, perselisihan, ketidak mampuan kepala daerah, performa yang tidak baik oleh Aparat
Sipil Negaranya, dan masih banyak lagi.Apalagi dalam lingkungan pemerintahan yang terus berubah dan
berkembang dimana keterbukaan informasi publik sudah menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi yang
menyangkut reputasi Aparat Sipil Negaranya.

Kata Kunci : Humas Pemerintah, Reputasi, Manajemen Reputasi

ABSTRACT: To know and analyze the role of public relations in shaping the management of reputation
management in the era of public disclosure. Of course, a reputation which is expected is positive reputa-
tion of government agencies. In the management of reputation management by the government public
relations, it should be realized that the reputation is an important asset for government agencies, because
public confidence is built on reputation. Destruction of reputation can occur for several reasons. Such as
internal conflicts, disputes, inability of regional heads, which is not a good performance by the civil au-
thorities of the State of, and much more. Especially in an environment that is constantly changing govern-
ment and evolving where public disclosure has become a necessity of society, especially concerning the

reputation of the Civil Apparatus State.
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PENDAHULUAN

Saat ini Humas Badan Pusat Statistik
(BPS) harus merubah paradigma kehumasan-
nya.Humas bukan lagi sebagai lembaga yang
melakukan sensor berita dan anti kritik.Tapi,
Humas harus menganut prinsip keterbukaan,
transparan, dan mampu membangun manage-
men reputasi pemerintah dan menjalin hubun-
gan yang harmonis dengan masyarakat.

Era dimana kita hidup sekarang adalah
era informasi. Era ini ditandai dengan “Informa-
tion is the great power; who has it will conquer
the globe “. Informasi mmenjadi kebutuhan
utama masyarakat sehingga dapat dikatakan
bahwa masyarakat saat ini adalah masyarakat
informasi.Disahkannya UU No.14 tentang Ket-
erbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerin-
tah pada Kamis 3 April 2008, membawa kon-
sekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum
yang melindungi hak atas informasi bagi warga
negara Indonesia. Badan publik—dalam hal
ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga
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publik non pemerintah, dan perusahaan-peru-
sahaan publik yang mendapat dana alokasi dari
APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpu-
nan masyarakat—mempunyai kewajiban untuk
memberikan akses informasi yang terbuka dan
efisien kepada publik dalam rangka transpar-
ansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerin-
tahan yang semakin baik di Indonesia.

Bicara tentang managemen reputasi oleh
humas sebenarnya bukanlah sepenuhnya tang-
gung jawab dari humas tersebut, pimpinan dae-
rah, sektretaris daerah, kepala SKPD dan semua
Aparatur Sipil Negara adalah orang yang paling
bertanggung jawab terhadap reputasi pemer-
intahan. Namun karena humas dianggap yang
paling berperan dan paling dianggap bisa bicara
sehingga akhirnya seakan-akan managemen
reputasi ditanggung oleh humas

Humas dianggap ikut bertanggung jaw-
ab dan menjadi ujung tombak Pemerintahan
dalam menjalankan program atau menjalank-
an strategi managemen pengelolaan reputasi
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pemerintah terutama dilingkungan BPS.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
PBB Bab 19 tentang hak manusia yang paling
dasar menyatakan bahwa:

Setiap orang mempunyai hak atas kebe-
basan mengemukakan pendapat dan ga-
gasan; hak ini mencakup hak untuk me-
megang pendapat tanpa campur tangan,
dan mencari, menerima dan menyebar-
kan informasi dan gagasan melalui me-
dia apapun tanpa mempertimbangkan
garis batas negara.

Disinilah tantangan Humas BPS khusus-
nya di Provinsi Riau untuk memenuhi kebutu-
han masyarakatakan data yang semakin tinggi
dalam memperoleh keterbukaan informasi,
terutama menyangkut pelayanan terhadap
publik. Tentu saja hal ini tidak mudah untuk
merubah perilaku pemberi informasi (dalam hal
ini adalah pejabat publik), yang semula mereka
“lebih senang” dilayani, kini dengan adanya UU
KIP mereka harus melayani informasi kepada
masyarakat yang membutuhkan informasi.

Perubahan perilaku, sikap, mental dan
budaya pejabat publik tidak cukup hanya dalam
bentuk Peraturan Pemerintah, surat edaran
Menteri PAN atau sosialisasi UU KIP. Perubahan
ini juga harus diikuti dengan komitmen bersama
untuk mendorong semua badan publik bers-
ama-sama merumuskan kebijakan dan imple-
mentasi KIP.Dalam hal ini, Humas Pemerintah
dapat mengajak kelompok atau organisasi ma-
syarakat bersama-sama membuat sistem keter-
bukaan informasi publik.

Dalam pengelolaan reputasi dalam or-
ganisasi atau pemerintahan oleh humas salah
satunya dengan menggunakan manajemen
reputasi. Beberapa yang dapat dijelaskan men-
genai manajemen reputasi adalah meliputi be-
berapa kondisi sebagai berikut :

e Manajemen reputasi mempunyai tugas
utama untuk mengelola image agar ses-
uai dengan yang dinginkan oleh perusa-
haan atau instansi pemerintah (wished
image).

e Walaupun demikian manajemen repu-
tasi harus bergerak di ‘dua dunia’ agar
tidak timpang: dunia realitas dan dunia
image.

e Bergerak di dunia realitas dalam arti
pemerintahan  harus  benar-benar
mempunyai organizational behavior

yang dapat mendukung kinerja pemer-
intah dan menunjang reputasi pemer-
intah tersebut.

e Termasuk misalnya penerapan etika
bisnis dan Good Corporate Governance.

Sejauhmana suatu organisasi/perusa-
haan atau instansi pemerintah memandang
perlunya manajemen reputasi?Pertanyaan
ini sangat signifikan untuk diajukan.Mengapa
demikian?Karena kini, publik telah mengalami
perubahan begitu cepat dalam mencermati ling-
kungan yang ada di sekitarnya.Aktifitas apara-
tur pemerintrah menjadi sorotan yang selama
ini berkonotasi negatif dimata masyarakat luas.
masyarakat telah memiliki ruang yang lebih luas
untuk memantau sepak terjang pemerintahan
atau organisasi/perusahaan baik yang berkaitan
dengan pelayanan, pengelolaan instansi pemer-
intah atau organisasi/perusahaan sampai kin-
erja suatu pemerintahan. Sehingga, tuntutan
untuk terus menjaga reputasi baik saat ini dan
akan datang menjadi sesuatu yang mendesak.
reputasi yang baik dari suatu pemerintahan
atau perusahaan/organisasi akan mempun-
yai dampak yang menguntungkan, merupakan
aset, karena reputasi mempunyai suatu dam-
pak pada persepsi publik dari komunikasi dan
operasi pemerintahan atau perusahaan/organ-
isasi dalam berbagai hal, sedangkan reputasi
yang jelek akan merugikan pemerintahan atau
perusahaan/organisasi. Dalam jangka panjang
reputasi baik membawa banyak manfaat, me-
ningkatkan image pemerintahan serta menjadi
panutan bagi masyarakat luas.Namun, sebera-
pa jauh humas dapat mengelolag managemen
reputasi pemerintahan agar menpunyai repu-
tasi yang baik dimata masyarakat.Humas men-
jadi sarana untuk menciptakan reputasi suatu
Instansi/Perusahaan baik ke dalam maupun ke-
luar juga merupakan sebagai sumber informasi
(source of information) dan sebagai saluran ko-
munikasi (channel of comunication).

Strategi yang dapat diterapkan oleh hu-
mas BPS untuk mempertahankan kinerjanya
adalah dengan memiliki reputasi yang baik.
Meski diakui sebagai elemen penting yang me-
nentukan keberhasilan dan keberlangsungan in-
stansi/perusahaan, namun sampai saat ini tidak
ada definisi tunggal yang disepakati bersama
mengenai apa yang dimaksud dengan reputasi
instansi/perusahaan.
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Selain itu, capacity building, pelatihan
reguler, dan penyediaan fasilitas teknologi ko-
munikasi merupakan hal yang perlu dimiliki
oleh Humas BPS, baik di pusat maupaun di dae-
rah.Kegiatan dan fasilitas ini diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman Humas Pemerin-
tah terhadap UU KIP dan implementasinya.
Dalam pelaksanaan pekerjaanya, seorang prak-
tisi humas akan menggunakan konsep-konsep
manjemen reputasi untuk mempermudah
pelaksanaan tugas-tugasnya. Bahwa dalam
melaksanakan proses humas (fact finding, pal-
ning, communicating, evaluation) sepenuhnya
mengacu pada pendekatan menajerial. Dalam
mengkonsepsikan manajemen reputasi humas
maka manajemen itu sendiri dapat dirumus-
kan sebagai suatu proses dari kelompok orang-
orang yang secara koordinatif, memimpin keg-
iatan-kegiatan tertentu untuk mencpai tujuan
bersama.

Manajemen reputasi humas dapat di-
katakan sebagai penerapan fungsi-fungsi mana-
jemen (perencanaan, pengorganisasian, pelak-
sanaan, pimpinan dan evaluasi) dalam kegiatan
humas.Manjemen reputasi humas berarti
melakukan penelitian, perencanaan, pelaksa-
naan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pencitraan yang disponsori oleh pemerintah
atau organisasi/lembaga.Bentuk kegiatan man-
agemen reputasi tersebut bisa berupa kegiatan
kecil sampai pada kegiatan yang sangat kom-
pleks yang dilkukan oleh humas, memperbaiki
sikap, menjaga kepentingan masyarakat melalui
program-program pemerintah dan lain-lain
merupakan bagian dari managemen reputasi.
Manjemen reputasi humas mencakup:

1. Manajemen terhadap seluruh kegiatan
kehumasan yang dilakukan oleh instansi
atau organisasi/lembaga terutama yang
menyangkut dengan reputasi instansi
tersebut.

2. Manajemen terhadap kegiatan-kegiatan
kehumasan yang lebih spesifik atau beru-
pa satu-satuan kegiatan kehumasan yang
memberikan manffaat yang banyak bagi
kesejahteraan masyarakat, melalui pro-
gram-program pemerintah yang menun-
jang reputasi pemerintah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Humas
Humas saat ini banyak dipraktekkan di

berbagai organisasi dalam rangka menunjang
organisasi untuk mencapai tujuannya secara
efektif dan efisien. Profesi Humas bukan hanya
mengkliping berita dan atau mengirim surat,
tetapi sebenarnya posisi Humas adalah posisi
yang strategis dengan banyak kriteria yang ha-
rus dimiliki seseorang yang akan bergerak seb-
agai praktisi Humas suatu instansi atau organ-
isasi. Menurut Frank Jefkins, kriteria seorang
Humas adalah: ability to communicate, ability
to organize, ability to get on with people, per-
sonality integrity dan imagination. Pelaksanaan
humas dalam organisasi dititik beratkan pada
ketrampilan membina hubungan antara manu-
sia didalam organisasi untuk mengatasi timbul-
nya masalah. Meskipun belum ada standarisasi
mengenai definisi tentang Humas, berkut ini
sedikitnya ada tiga pengertian tentang Humas,
yaitu:

1. Public Relation sebagai method of
communication  yaiatu merupakan
rangkaian kegiatan komunikasi atau
system kegiatan berkomunikasi secara
kusus.

2. Public relations sebagai state of being
yaitu perwujudan kegiatan komunikasi
(Efendi, 1989: 94).

3. Public relations adalah seni membina
pribadi seseorang hingga taraf yang
memungkinkan ia mampu menghada-
pi keadaan darurat dalam kehidupan
sehari-hari termasuk dalam bidang
psikologi, seni melaksanakan tugas
yang sama untuk bisnis, lembaga,
pemerintah, baik yang menimbulkan
keuntungan atau tidak (Roy Blumen-
thal dalam bukunya The Practic of
Public Relation yang dikutip Efendi).

Dalam pengertian tersebut dapat disim-
pulkan bahwa humas hanyalah terdapat dalam
suatu organisasi yang jelas strukturnya dan jelas
adanya pemimpin dan yang dipimpin, namun
dalam suatu organisasi yang tidak dilengkapi
dengan bagian humas, tidak berarti tidak ada
kegiatan kehumasan.Seluruh anggota organ-
isasilah yang melaksanakan kegiatan kehuma-
san.Humas sebagai sebuah metode komunikasi
mempunyai makan bahwa setiap pemimpin
dari suatu organisasi, bagaimanapun kecilnya
dapat melaksanakan organisasi PR suatu keg-
iatan komunikasi yang khas mempunyai cirri-ciri
dan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
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1. Komunikasi yang dilaksanakan dua arah
secara timbal balik.

2. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas pe-
nyebaran informasi, pelaksanaan per-
suasi dan pengkajian opini public.

3. Tujuan yang dicapai adalah tujuan or-
ganisasi sendiri.

4. Sasaran yang dituju adalah publik di
dalam dan publik di luar.

5. Efek yang diharapkan adalah terjadinya
hubungan yang harmonis antara organ-
isasi dengan publik (Efendi, 1989: 95).
Pemahaman konsep dan penger-

tian humas itu seperti apa, bisa juga kita lihat

pendapat dari ; (British) Institude of Public Rela-

tions (IPR) :
“Humas adalah keseluruhan upaya yang
dilakukan secara terencana dan ber-
kesinambungan dalam rangka mencip-
takan dan memelihara niat baik (good-
will) dan saling pengertian antara suatu
organisasi dengan segenap khalayaknya”
(Jefkin.2002 : 9).

Landasan bagi hubungan masyarakat
yang efektif ialah kebijaksanaan dan kegiatan
yang terpercaya demi kepentiangan publik.
Komunikasi hubungan masyarakat merupakan
suatu proses yang mencakup suatu pertu-
karan fakta, pendangan dan gagasan diantara
organisasi dengan publik-publiknya untuk sa-
ling pengertian. Salah satu unsur dasar hu-
mas adalah komunikasi timbal balik. Melalui
kominikasi kepada publiknya, manajemen
mengumumbkan,menjelaskan dan mempertah-
ankan atau mempromosikan kebijakannya den-
gan maksud untuk mengukuhkan pengerttian
dan penerimaan.

Peran Humas Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga
Pemerintah Non-Departemen yang bertang-
gung jawab langsung kepada Presiden. Sebe-
lumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik,
yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun
1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun
1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua
UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang
ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan
dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat
Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Humas dalam lembaga pemerintah (de-
partemen, lembaga non departemen, lembaga
negara, dan BUMN) merupakan suatu keharu-
san fungsional dalam rangka tugas penyeba-
ran informasi tentang kebijakan, program dan
kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada
masyarakat.(Rachmadi, 1992:77).

Public relations adalah sebuah fungsi
kepemimpinandan manajemen yang memban-
tu pencapaian tujuan sebuah organisasi, mem-
bantu mendefinisikan filosofi, serta memfasili-
tasi perubahan organisasi. (Lattimore, 2010: 4).

Public relations berfungsi menumbuhkan
hubungan baik antara segenap komponen pada
suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka
memberikan pengertian, menumbuhkan moti-
vasi dan partisipasi.Semua itu bertujuan untuk
menumbuhkan dan mengembangkan goodwill
(kemauan baik) publiknya serta memperoleh
opini publik yang menguntungkan (alat untuk
menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan
baik dengan publik). (Ardianto, 2011: 12).

Humas BPS mempunyai peran pent-
ing dalam membuka ruang bagi publik untuk
mendapatkan akses informasi publik. Adanya
UU KIP, merupakan momentum bagi Humas
Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tu-
gasnya dalam memberikan informasi, peneran-
gan, dan pendidikan kepada masyarakat ten-
tang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah
pemerintah secara terbuka, transparan, jujur
dan objektif. Informasi yang disampaikan ke-
pada masyarakat, termasuk media, bila tidak
akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan
kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat, tidak informa-
tif, dan tidak membumi.

Pada pertemuan tahunan tingkat nasi-
onal Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) di
Jakarta tanggal 13-14 Desember 2006, Wapres
Jusuf Kalla menegaskan, bahwa dalam ber-
hubungan dengan media, petugas Humas harus
menguasai masalah, mempunyai kredibilitas,
dan memiliki kecepatan dalam bekerja, khusus-
nya dalam menyampaikan informasi ke media
serta ujung tombak menjaga reputasi. Selain
itu, petugas Humas juga harus mempunyai ke-
mampuan analisa. Wapres menambahkan bah-
wa Humas harus mereposisikan tugas dan fung-
sinya sebagai “communication facilitator”, yang
mampu menjembatani kesenjangan informasi
antara pemerintah dengan masyarakat, serta
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dengan seluruh stakeholdernya; Humas juga
harus melakukan diseminasi kebijakan pemer-
intah dan fasilitasi layanan informasi, dalam
upaya memberikan pemahaman kepada ma-
syarakat tentang program-program pemerintah
yang telah, sedang dan yang akan dilakukan.

Peran Humas yang disampaikan oleh
Wakil Presiden tersebut, merupakan kelemah-
an dan kekurangan personil Humas Pemerintah.
Mereka belum mampu menjadi communication
facilitator, sehingga belum bisa menjawab tan-
tangan di era keterbukaan informasi ini, dimana
informasi bukan “milik” pribadi lagi.Informasi
sudah menjadi kebutuhan dan milik bersama.

Selain itu, Humas harus mempunyai bar-
gaining position, termasuk secara kelembagaan.
Secara fungsional personil Humas harus mem-
punyai posisi yang strategis, dimana personil
Humas dapat direct ke pimpinan lembaga, men-
dengarkan langsung keluhan masyarakat, dan
mempunyai jaringan yang kuat dengan media
massa.

Sikap membuka diri terhadap kritik
dari masyarakat, termasuk membuka dialog,
melakukan komunikasi persuasif, dan melibat-
kan masyarakat dalam kegiatan Humas meru-
pakan “is a must”, adalah liputan media massa.
Karena liputan media akan mempengaruhi per-
sepsi dan publik terhadap reputasi dan komit-
men satu organisasi pada isu-isu yang menarik
perhatian publik. Contoh, kasus korupsi yang
banyak melanda aparatur pemerintah saat ini

benar-benar mencemarkan reputasi aparatnya,
walaupun tidak semua aparat sipil negara terse-
but pelaku tindakan korupsi.Budaya malas dan
tidak bekerja juga melekat dalam pikiran ma-
syarakat terhadap aparat sipil negara tersebut.
Disinilah humas harus menampilkan perannya
agar reputasi aparat pemerintah tidak semakin
merosot dimata masyarakat.

Reputasi

Reputasi adalah sebuah konsep dalam
public relations (PR) yang sulit didefinisikan
secara tegas.Reputasi adalah intangible asset
yang sulit diukur dan dijelaskan keberadaan-
nya karena reputasi bukan sebuah produk yang
dapat dilihat.Meski demikian keberadaan repu-
tasi yang baik dapat memperkuat posisi perusa-
haan ketika berhadapan dengan pesaing.

Charles J. Fombrun dalam Reputation
menggambarkan hubungan antara identitas
perusahaan, nama, image dan reputasi. ldenti-
tas perusahaan digambarkan sebagai: “the set
of value and principles employees and manag-
ers associate with company. ldentitas perusa-
haan, disosialisasikan atau tidak, itu merupak-
an sebuah gambaran pemahaman bagaimana
karyawan akan bekerja, bagaimana produk
akan dibuat, bagaimana stakeholders akan
dilayani,dan lain-lain. ldentitas perusahaan
diturunkan dari pengalaman perusahaan se-
jak berdiri, merupakan akumulasi prestasi dan
cacat yang telah dibuat selama ini (Frombun,
1996;36)".

Gambar 1: From Identity To Reputation
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Reputasi merupakan penilaian terhadap
sebuah organisasi/produk yang didalamnya me-
lekat faktor trust (kepercayaan) dari khalayak.
Pada proses pengambilan keputusan khalayak,
maka reputasi menjadi komponen yang sangat
dinilai dan dipertimbangkan.

Managemen Reputasi

Manajemen adalah salah satu hal yang
diperhatikan ketika kita membicarakan ten-
tang organisasi. Dalam setiap step manajemen,
komunikasi mengambil peranan didalamnya.
Manajemen itu sendiri merupakan kebiasaan
yang dilakukan secara sadar dan terus menerus
dalam membentuk organisasi. James A.F. Ston-
er mendefinisikan “Management is the process
of planning, organizing, leading and controlling
the effort of organization members and the use
of other organizational resources in order to
achieve stated organizational goal” (Endri List-
iani, 2009 : 7).

Dari definisi diatas dapat dijabarkan
dalam 4 fungsi spesifik dari manajer yaitu Plan-
ning (perencanaan), Organizing (pengorganisa-
sian), Leading (kepemimpinan), dan Controlling
(Pengendalian).

Planning atau perencanaan dapat diar-
tikan memikirkan sebelumnya apa yang akan
kita kerjakan dengan sumber daya yang ada
dalam organisasi. Pembuatan perencanaan
yang teratur dan logis, sebelumnya membutuh-
kan kebijakan terlebih dahulu sebagai petunjuk
atau pedoman untuk langkah selanjutnya. Oleh
karenanya membuat perencanaan itu melalui
proses pemikiran secara matang segala sasaran
dan tindakan berdasarkan pada beberapa ren-
cana atau logika, bukan dengan perasaan.

Rencana merupakan pedoman sebuah
organisasi memperoleh dan menggunakan
sumberdaya yang diperlukan untuk menca-
pai tujuan, supaya anggota organisasi melak-
sanakan aktifitasnya yang konsisten dengan
tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan
serta untuk memonitor dan mengukur kema-
juan untuk mencapai tujuan, sehingga tindakan
korektif dapat dilakukan apabila kemajuan tidak
memuaskan.

Organizing atau pengorganisasian
adalah proses mengatur dan mengalokasikan
pekerjaan, wewenang dan sumberdaya organ-
isasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran
organisasi.

Leading/kepemimpinan meliputi keg-
iatan mengarahkan, mempengaruhi dan memo-
tivasi karyawan untuk melaksanakan tugas.
Kegiatan memimpin ini menyentuh hubungan
manager dengan setiap orang.

Controlling atau pengendalian adalah
proses mengkoreksi apa yang telah dilakukan.
Pada proses ini akan diukur dan dievaluasi hasil
kerjanya, apakah sudah sesuai dengan rencana
yang dibuat dan mencapai tujuan yang diharap-
kan atau tidak. Jika belum, akan dicari kelema-
han atau penyebab gagalnya, kemudian diper-
baiki dan membuat planning (rencana) baru.

Pemantauan media, kegiatan mengi-
kuti berita di media, khususnya pemberitaan
yang positif dan negatif bagi organisasi. Pelati-
han media, pelatihan staf humas agar para staf
mengetahui apa yang dibutuhkan media massa
dan bagaimana cara bekerja sama dengan me-
dia. Materi komunikasi, pesan yang disampai-
kan pada media atau publik organisasi.Pesan itu
dibuat dalam bentuk brosur, leaflet, situs web,
media internal, teks pidato atau materi presen-
tasi. Media relations, ada dua sisi wujud relasi
antara reputasi dan media relation, sisi pertama
media relations yang baik akan menjadi sarana
unuk menjaga dan meningkatkan reputasi. Sisi
lain, reputasi akan mempermudah membangun
media relations yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode desktiptif, yaitu
metode yang hanya memaparkan atau mem-
beri gambaran mengenai situasi dan peristiwa.
Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan
secara sistematis karakteristik populasi atau bi-
dang-bidang tertentu secara faktual dan cermat
dan juga menggambarkan permasalahan den-
gan apa adanya, tanpa mencari atau menjelas-
kan hubungan (Rakhmat, 2004:24).

Mengacu pada penelitian yang dilakukan,
bentuk penelitian ini kualitatif metode deskrip-
tif yakni merupakan penelitian yang mengarah
pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam
mengenai potret kondisi tentang kejadian yang
sebenarnya menurut apa adanya di lapangan
studinya. Penelitian merupakan studi kasus
tunggal terpancang.Tunggal yang berarti dalam
penelitian ini berfokus pada satu permasalahan
saja yaitu peran humas Badan Pusat Statistik se-
bagai pengelola manajemen reputasi di era ket-
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erbukaan informasi publik dan satu lokasi yakni
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.Terpancang
dikarenakan sasaran dan tujuan serta masalah
yang disebut sudah ditetapkan sebelum ke tem-
pat penelitian agar lebih terarah dalam kegiatan
mengumpulkan data-data yang diperlukan ber-
dasar tujuan penelitian.

Sumber data penelitian berasal dari data
primer dan sekunder.Data primer diperoleh dari
wawancara dengan informan, aktivitas humas
dan observasi lokasi sementara data sekunder
berasal dari dokumen, catatan-catatan, arsip
kehumasan dan lampiran-lampiran data serta
hasil penelitian yang relevan yang dapat dijadi-
kan data penunjang penelitian.

Teknik sampling dengan purposive sam-
pling yakni humas Badan Pusat Statistik Provinsi
Riau sebagai key informan serta informan lain
yang dapat mendukung terkumpulnya data
yang diperlukan oleh peneliti. Teknik pengam-
bilan data snowball sampling. Teknik pengambi-
lan data dilakukan dengan mewawancarai infor-
man yang dimaksud.observasi langsung dengan
teknik observasi tidak berperan dan dokumen-
tasi.

Validitas data dilakukan dengan triangu-
lasi data atau sumber dan triangulasi metode.
Selanjutnya kumpulan data dianalisis karena
pada penelitian kualitatif, proses analisis dilaku-
kan bersamaan dengan pelaksanaan pengum-
pulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Humas dalam Pemerintahan/Or-
ganisasi

Humas adalah menilai sikap masyarakat
(public) agar tercipta keserasian antara ma-
syarakat dan kebijaksanaan organisasi/instansi.
Karena mulai dari aktivitas, program Humas, tu-
juan (goal) hingga sasaran (target) yang hendak
dicapai oleh organisasi/ instansi tersebut tidak
terlepas dari dukungan serta keprcayaan citra
positif dari pihak publiknya.

Pada prinsipnya, secara struktural, fungsi
Humas dalam pemerintahan/organisasi meru-
pakan bagian integral yang tidak dapat dipisah-
kan dari suatu kelembagaan atau organisasi.
Menurut John Tondowijoyo (2004: 9) kedudu-
kan Humas terkait langsung dengan fungsi top
managemen.Fungsi kehumasan dapat ber-
hasil secara optimal apabila langsung berada
dibawah pimpinan atau mempunyai hubungan

langsung dengan pemimpin tertinggi (pengam-
bil keputusan) pada organisasi/instansi ber-
sangkutan. Sedangkan menurut Renald Khasali,
humas merupakan pengelola manajemen repu-
tasi yang sama pentingnya dengan pemasaran,
produksi, keuangan, dan SDM.

Fungsi humas dalam menyelenggarakan
komunikasi timbal balik dua arah (reciprocal
two way traffic communication) antara organ-
isasi/badan instansi yang diwakilinya dengan
public sebagai sasaran (target audience) pada
akhirnya dapat menentukan sukses atau tida-
knya tujuan dari reputasi yang hendak dicapai
oleh organisasi bersangkutan. Hal tersebut ses-
uai dengan definisi kerja Humas menurut Rex-
Harlow, San Fransisco, Amerika yang kemudian
menjadi acuan para anggota IPRA (International
Public Relations Association) yang berbunyi:

“ Hubungan masyarakat merupakan ko-
munikasi dua arah antara organisasi dengan
public secara timbale balik dalam rangka men-
dukung fungsi dan tujuan manajemen den-
gan meningkatkan pembinaan kerasame serta
pemenuhan kepentingan bersama”.

Jika dikaitkan dengan definisi humas
tersebut maka kegiatan humas di mulai dari
pembenahan organisasi internal humas hing-
ga kegiatan bersifat image corporate build-
ing. Secara operatif, maka humas merupakan
fungsi khusus manajemen dalam pengelolaan
reputasi, artinya humas membatu memelihara
aturan main bersama melalui saluran komuni-
kasi kedalam dan keluar, agar tercapai saling
pengertian atau kerjasama antara organisasi
dan publiknya.Termasuk didalamnya mengi-
dentifikasikan dan menanggapi opini public
yang sesuai atau tidak dengan kebijaksanaan
yang dilaksanakan oleh lembaga atau organ-
isasi bersangkutan.Dan juga membantu fungsi
manajemen dalam mengantisipasi, memonitor,
dan memanfattkan berbagai kesempatan serta
tantangan atau perubahan atau yang terjadi di-
dalam masyarakat/publiknya.

Sesungguhnya fungsi kehumasan dapat
bertindak sebagai tanda bahaya (early warning
system) yang berfungsi mendukung atau mem-
bantu pihak manajemen organisasi berjaga-jaga
menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi
pada organisasi termasuk penurunan repu-
tasi akibat krisis yang terjadi di instansi atau
organisasi/perusahaan. Mulai dari timbulnya
isi berita negatife (negative news) di berbagai
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media masa, meluasnya isu negatif yang kurang
menguntungkan terhadap reputasi atau nama
organisasi/badan instansi yang bermasalah
hingga penurunan reputasi, bahkan kahilangan
reputasi (lost of image) yang dapat menimbul-
kan berbagai resiko yang menyakut krisis keper-
cayaan maupun krisis manajemen.

Untuk mengatasi permasalahan terse-
but, maka humas akan menjalankan fungsinya
yaitu kepentingan menjaga nama baik dan rep-
utasi organisasi/badan intansi agar organisasi/
badan instansi tersebut selalu dalam posisi
menguntungkan. Salah satu metode yang diper-
gunakan adalah melalui cara-cara edukatif dan
informatif secara persuatif yang mendukung
arti suatu ajakan atau imbauan, bukan meru-
pakan paksaan. Biasanya humas akan melaku-
kan strategi komunikasi yang persuasive yang
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Informasi
atau pesan yang disampaikan harus berdasar-
kan pada kebutuhan atau kepentingan khayalak
sebagai sasarannya. Humas sebagai komunika-
tor dan sekaligus mediator berupaya memben-
tuk sikap dan pendapat yang positif dari ma-
syarakat melalui stimulus tertentu mendorong
publik untuk berperan serta dalam aktivitas
organisasi badan instansi agar tecipta peruba-
han sikap dan penilaian (Perubahan dari situasi
negatif menjadi situasi positif)

Perubahan sikap dan penilaian dari pi-
hak publik dapat terjadi maka dilakukan pembi-
naan atau pengembangan terus-menerus agar
peran serta tersebut terpelihara dengan baik.
Disamping itu, dalam menjalankan pengelo-
laan managemen reputasi humas atau seorang
pejabat humas dituntut untuk memiliki empat
kemampuan yaitu: Memiliki kemampuan men-
gamati dan menganalisa suatu persoalan ber-
dasarkan fakta di lapangan, perencanaan kerja,
komunikasi dan mampu mengevaluasi suatu
problematic yang dihadapinya, kemampuan
untuk menarik perhatian, melalui berbagai ke-
giatan publikasi yang kreatif, inovatif, dinamis
dan menarik bagi publiknya sebagai target sa-
sarannya, kemampuan untuk mempengarubhi
pendapat umum melalui kekuatan public rela-
tions (power of PR) dalam bentuk opini publik
yang searah dengan kebijakan organisasi/badan
instansi yang diwakilinya dalam posisi yang sal-
ing menguntungkan serta kemampuan humaas
menjalin suasana saling percaya, toleransi, sa-
ling menghargai, good will, dll dengan berb-

agai pihak, baik public internal maupun public
eksternal.

Pentingnya Humas Pemerintah di Lingkungan
Badan Pusat Statistik

Humas pemerintah adalah aktifitas lem-
baga yang melakukan pengelolaan managemen
reputasi dalam bidang komunikasi dan infor-
masi kepada publik pemangku kepentingan dan
atau sebaliknya.peran humas pemerintah seb-
agai komunikator, fasilitator dan desiminator.

Humas komunikator yaitu, Humas pemer-
intah berperan membuka akses saluran dan ko-
munikasi dua arah, antara instansi pemerintah
dan publiknya, baik secara langsung mau pun
tidak langsung. Peran Humas sebagai fasilita-
tor, Humas pemerintah berperan menerap
perkembangan situasi dan aspirasi publik un-
tuk di jadikan masukan bagi pimpinan instansi
pemerintah dalam pengambilan putusan.Hu-
mas Desiminator yaitu humas pemerintah ber-
peran dalam pelayanan informasi terhadap in-
ternal organisasi dan publiknya, baik langsung
mau pun tidak langsung, mengenai kebijakan
dan kegiatan masing-masing instansi pemerin-
tah. Oleh karena itu, praktek Humas yang pal-
ing ideal komunikasi aktif, menginformasikan
berbagai kebijakan pemerintah kepada ma-
syarakat, hal itu bertujuan untuk membentuk
citra positif daerah tersebut dimata publiknya
Humas sebagai juru bicara pemerintah, melaku-
kan hubungan timbal balik antara pemerintah
daerah dengan masyarakat umum, dan organ-
isasi kemasyarakatan, untuk memperjelas suatu
kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan
hubungan intern dengan satuan dan pelipu-
tan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun masyarakat.

Serta melaksanakan koordinasi atau kerja
samadengan organisasi kewartawanan. Peran
Humas pemerintah adalah untuk membentuk
citra positif tentang pemerintah di masyara-
kat dibutuhkanlah terobosan baru dari se-
buah praktek ke Humasan, ciri dan kekhasan
informasi yang diharapkan menjadi kekuatan
dan karakter dari kontek ke Humasan kekin-
ian. Oleh karena itu, Humas mampu menjadi
mainstream ditengah dominasi berita yang di-
miliki segelintir media dan cenderung elitis,
Adapun yang dimaksud terobosan yaitu, ha-
rus mampu melampoi semata-mata persoalan
kelembagaan, kedepan nanti semestinya sudah
bisa menjawab tentang tantangan ke Huma-
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san. Dengan mengedapankan Subtansi dimana
posisi otonomi daerah sesungguhnya memiliki
peran yang lebih terbuka dan secara proses
lebih demokratis. Dengan memberikan peran
yang lebih kuat pada proses informasi publik
dan sekaligus pilihan pada tren teknologi, di-
harapkan terjadi terobosan sehingga mampu
menjadi produser informasi. Memperkuat citra
dimata publik, sekaligus menjadi model desain
partisipasi ditingkat gagasan untuk pembangu-
nan daerah.

Humas BPS Provinsi Riau pada dasarnya
tidak bersifat politis.Bagian Humas di institusi
pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan
atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mer-
eka. Memberi informasi secara teratur tentang
kebijakan, rencana,rencana serta hasil kerja
uinstitusi serta memberi pengertian kepada
masyarakat tetang peraturan dan perundang-
undangan dan segala sesuatunya yang berpen-
garuh terhadap kehidupan masyarakat. Selain
keluar, humas pemerintah dan politik juga me-
mungkinkan untuk memberi masukan dan sa-
ran bagi pejabat tentang segala informasi yang
diperlukan dan reaksi atau kemingkinanreaksi
masyrakat akan kebijakan institusi, baik yang
sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan atau-
pun sedang diusulkan.

Seiring dengan tuntutan transparansi
dari masyarakat luas sebagai publik pemerin-
tah, Manfaat humas dalam penyelenggaraan
pemerintah secara umum diterima sejak lama.
Humas harus memiliki sifat membina dan
mengembangkan partisipasi masyarakat. Di era
reformasi yang menuntut segala sesuatunya
serba transparan, juga berdampak pada kein-
gin tahuan masyarakat akan berbagai informasi
yang berkenaan dengan penyelenggaraaan
pemerintah dan pembangunan.

BPS dituntut menyediakan informasi data
dan mengkomunikasikannya atau mensosialisa-
sikannya sesuai dengan keinginan masyarakat,
sebab pada dasarnya BPS adalah pelopor data
statistik yang harus memberikan pelayanan dan
pengabdian terhadap masyarakat.Memberikan
pelayanan terhadap masyarakat merupakan tu-
gas utama dari BPS.Pelayanan yang diberikan
harus di lakukan sebaik mungkin sehingga ter-
cipta hubungan yang harmonis antara pemerin-
tah dan masyarakat.Disinilah diperlukan peran
Humas BPS Provinsi Riau dalam mensosialisasi-
kan kebijakan tersebut kepada masyarakat.Lay-

anan yang bercirikan cepat, tepat, akurat haru
diberikan kepada masyarakat.Karen kualitas lay-
anan sangat mempengaruhi kepercayaan ma-
syarakat terhadap kredibilitas pemerintahnya.

Setiap kali muncul press realese, atau
kegiatan melaksanakan tugas pemerintahan
dibidang statistik sesuai peraturan perundang-
undangan, maka pihak humas BPS Provinsi Riau
berkewajiban berusaha untuk menjelaskan ber-
bagai implikasi kepada segenap masyarakat.
Kebanyakan kegiatan Humas BPS Provinsi Riau
diarahkan untuk hubungan dengan media, ma-
salah umum, dokumentasi dan publikasi.

Evaluasi reputasi

Dalam pengelolaan Reputasi dalam or-
ganisasi oleh humas, yang harus diingat perta-
ma adalah dimensi reputasi yang harus diperha-
tikan.Untuk mengingatkan, bahwa berdasarkan
Reputation Institute, reputasi dapat dilihat dari
tujuh dimensi. Tujuh dimensi itu dapat dijelas-
kan sebagai berikut :
¢ Products and Services

Produk dan jasa dapat dikategorikan seb-
agai salah satu dimensi atau bagian yang dapat
dinilai dan mempengaruhi reputasi.Bahkan pe-
nilaian produk dan jasa ini menjadi bagian yang
biasanya dinilai pertama oleh konsumen kita.
Dalam hai ini pemerintah harus meningkatkan
kualitas dan pelayanan kepada masyarakat.
e Innovation

Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan
juga akan mendapatkan penilaian yang baik
oleh stakeholder. Inovasi ini bisa meliputi inova-
si produk dan jasa, maupun inovasi pada pelay-
anan atau paralatan yang dipergunakan.Dalam
hal ini pemanfaatan kemajuan teknologi dapat
digunakan oleh humas dalam meningkatkan
reputasinya.
e Workplace

Lingkungan pekerjaan juga menjadi ba-
gian yang mendapatkan penilaian dari stake-
holder, yang pada akhirnya sebagai usaha me-
ningkatkan reputasi. Semakin bagus dan nya-
man lingkungan pekerjaan/lingkungan peru-
sahaan maka akan makin besar nilainya untuk
meningkatkan reputasi.
e Governance (Good Corporate Governance)

Good Corporate Governance meru-

pakan upaya memotivasi manajemen untuk
meningkatkan keberhasilan (effectiveness) dan
sekaligus juga mengendalikan perilaku mana-
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jemen agar tetap mengindahkan kepentin-
gan stakeholders, dalam kerangka yang sudah
disepakati bersama.Kepentingan konsumen
termasuk diantaranya.Good Corporate Gover-
nance mengarahkan perhatian pada peningka-
tan kinerja korporasi (corporate performance).
Jalan yang ditempuh adalah melakukan super-
visi dan monitoring terhadap kinerja manaje-
men. Perubahan pola usaha melalui penerapan
nilai-nilai yang ada dalam prinsip GCG, yakni:
fairness, transparent, accountabilities dan re-
sponsibilities, termasuk tanggung jawab terha-
dap lingkungan, baik fisik maupun sosial). Me-
lalui Good Corporate Governance antara peru-
sahaan dan stakeholders (termasuk pelanggan)
dapat ditumbuhkan kondisi saling percaya.
Adanya trust ini secara langsung maupun tidak
langsung akan memungkinkan meningkatnya
reputasi. Trust dapat menggiring masyara-
kat membantu dalam peningkatan reputasi
tersebut. Dan yang juga sangat penting adalah
bahwa saling percaya akan mengubah fungsi
pengawasan dari prinsip saling curiga. Dengan
adanya keselarasan berlandaskan etika dengan
stakeholders, maka citra dan reputasi instansi
akan terpelihara. Berdasarkan pertimbangan ni-
lai dan prinsip GCG diatas, untuk meningkatkan
citra dan reputasi perlu ditunjang kesinambun-
gan investasi tersebut antara lain dengan:
e Adil
Fair kepada seluruh stakeholders dan
masyarakat luas
e Proaktif
Berperan sebagai agent of change
dalam penyediaan data statistik.
e Efisien
Berhati-hati dalam pengeluaran biaya
yang sia-sia terutama untuk penyelesa-
ian masalah yang timbul dengan stake-
holder yangterfokus di sekitar daerah.
Pimpinan harus dapat menunjukkan
keadilan dalam membagi hasil kepada
pemegang saham. Sehingga diperlukan
keterbukaan informasi kepada peme-
gang saham, serta keterbukaan infor-
masi dalam derajat tertentu kepada
stakeholders yang lain. Informasi itu
berkaitan dengan berbagai kebijaksa-
naan, kejelasan siapa yang akuntabel
dalam pelaksanaan suatu kebijaksa-
naan, serta bagaimana tanggung jawab
para pelaksana terhadap pelaksanaan

amanat yang diembankan.

e (Citizenship
Tata aturan dan kondisi lingkungan
masyarakat dimana perusahaan itu be-
rada menjadi hal yang perlu mendapat
perhatian.Hal ini terjadi karena pe-
nilaian stakeholder termasuk dalam hal
bagaimana perusahaan perduli pada
masyarakat sekitar, lingkungan sekitar
dan juga kepatuhannya pada aturan
yang berlaku.

e leadership
Eksekutif harus dibekali wewenang
yang memadai (delegated authority),
suatu keleluasaan dalam takaran ter-
tentu dalam mengembangkan usaha.
Tetapi secara simultan perlu ditopang
sebuah mekanisme yang berperan se-
bagai tali kendali korporat, sekaligus
‘menjaga’ kepentingan  stakehold-
ers. Dalam implementasinya ekseku-
tif harus secara luwes dapat bergerak
mengembangkan bisnis, serta harus
mengindahkan kondisi budaya dan cy-
cle perkembangan suatu korporat agar
dapat diimplementasikan dengan baik.
Ini akan menjaga reputasi perusahaan
secara ‘luar-dalam’.

e Performance
Pada hakekatnya dalam performance
merupakan usaha berbagai bagian un-
tuk memastikan bahwa kinerja peru-
sahaan sesuai dengan yang diinginkan
stakeholders.Terdapat berbagai sarana
yang dapat digunakan untuk memas-
tikan keberhasilan korporat dan seka-
ligus menjaga kepentingan para stake-
holders. Dengan selalu menjaga perfor-
mance dalam kondisi prima akan men-
jadi salah satu factor untuk membantu
meningkatkan dan mempertahankan
reputasi perusahaan.

Perkembangan ini mengakibatkan tan-
tangan besar bagi para praktisi Humas BPS di-
manapun.Tujuh dimensi diatas harus selalu
menjadi perhatian pemerintah sehingga bisa
terus menjaga reputasinya.

Aspek pengelolaan risiko reputasi
Butuh waktu lama untuk membangun
reputasi baik, dan lima menit untuk menghan-
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curkannya. Jika citra baik bisa didesain lebih
instan, namun tidak dengan reputasi.Reputasi
berkembang lebih lambat daripada memben-
tuk.

Risiko reputasi menjangkiti seluruh
pemerintahan.Terlebih perusahaan yang men-
gandalkan jaminan kepercayaan konsumen.
Reputasi bisa rusak berkaitan isu keamanan
atau keselamatan, produk/jasa tidak sesuai
standar, product recall, pelanggaran regulasi,
skandal atau praktek tidak etis, atau sebab lain-
nya.Rontoknya reputasi dipicu dari publikasi
yang buruk tentang pemerintah.Terlepas dari
publikasi tersebut benar atau fitnah, tapi itulah
informasi yang membentuk persepsi dan keper-
cayaan stakeholders, khususnya masyarakat.

Di era keterbukaan informasi, risiko
reputasi mengancam instansi.Dengan mudah
dan cepat, masyarakat mengetahui sisi negatif
dalam pelaksanaan kinerja pemerintah.Pada
BPS sebagai pelopor data statistik, reputasi
adalah aset terpenting karena yang ditawarkan
adalah kepercayaan.Pengguna data saat ini su-
dah mulai mengakui bahwa aset terbesarnya
bukan semata aset fisik, tetapi reputasi.Repu-
tasi menjadi aset yang nyaris tak ternilai. Ter-
lebih di negara-negara dengan konsumen yang
mempunyai kesadaran tinggi akan haknya. Juga
di negara yang mempunyai aturan perlindungan
warganya yang baik.

Risiko reputasi tak cuma hadir mengi-
kuti suatu kasus besar.Merosotnya reputasi bisa
muncul dari kelemahan kecil, namun terjadi
dalam jangka waktu lama.Berita negatif yang
terus-menerus dan tidak ditangani secara baik,
bisa mempengarui pilihan konsumen. Ada tiga
komponen manajemen reputasi yang dapat
dipisahkan dan dikelola dengan cara yang ber-
beda, tetapi mereka harus dianggap sebagai
dipisahkan melalui manajemen kebutuhan saja.
Mereka semua pada dasarnya menunjuk pada
hal yang sama: memahami pentingnya, dan ke-
butuhan untuk menjaga, reputasi organisasi.
Ketiga komponen adalah:

e Manajemen krisis
e Manajemen isu
e Tanggung jawab sosial

Jadi sekarang kita telah ‘mendekon-
struksi” ke dalam tiga komponen mengelola
risiko reputasi, bagaimana melakukan dalam
krisis manajemen, isu-isu manajemen dan tang-
gung jawab sosial.

SIMPULAN

Humas adalah kegiatan sebagai komu-
nikasi yang berfungsi sebagai jembatan untuk
membangun suasana yang sangat kondusif
dalam rangka Win-win Solution Stake Hold-
er, organisasi baik internal maupun eksternal
dalam rangka membangun citra dari institusi
pemerintah.Pentingnya peran Humas di suatu
instansi dan lembaga pemerintah, dalam ma-
syarakat modern, yakni dalam melakukan keg-
iatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tem-
pat dan berbagai bidang.

Kemudian untuk manajemen internal
Humas BPS Provinsi Riau, harus terus dilakukan
pelatihan-pelatiahan kehumasan di semua level
organisasi.Pelatiahan ini berguna bagi pening-
katan keahlian kehumasan anggota organisasi
sehingga mampu memberikan kontribusi op-
timal bagi organisasi yang dapat berdampak
pada pembentukan citra positif organisasi.

Kegiatan-kegiatan yang biasanya ditan-
gani oleh Humas dalam rangka mensosialisa-
sikan kebijakan pemerintah ialah mengadakan
konferensi pers, membuat press release dan
menyebarkannya kepada media, pemeran-pa-
meran, mengorganisir pertemuan dengan ma-
syarakat, penerangan melalui berbagai media
telekomunikaso bagi masyarakat. Ini sangat baik
dan mesti dilakukan secara berkesinambungan.
Lebih lanjut menurut pendapat saya, perlu dit-
ambahkan kepada pengelolaan manajemen
reputasi yang terakhir yakni evaluating meru-
pakan suatu tahapan yang dilaksanakan untuk
menentukan atau memperlihatkan nilai suatu
program termasuk pengelolaan maupun hasil
atau dampak pelaksanannya. Melalui evalu-
asi , humas akan mengetahui faktor-faktor yang
menjadi kegagalan.

Seluruh proses reputasi pemerintah
berkaitan dalam sektor lingkungan dan konteks
aktivitas, seperti faktor yang berhubungan den-
gan politik, ekonomi, konteks sosial, teknologi,
informasi teknologi dan komunikasi, hukum na-
sional dan internasional, lingkungan alam, dan
sebagainya.

Titik awal dalam pembentukan reputasi
instansi/organisasi adalah budaya organisasi,
konsep ini meliputi kepribadian organisasi
--yang belum disebutkan secara terpisah karena
dapat dikatakan bahwa budaya dan kepribadian
dapat dianggap sebagai sama atau paling tidak
sangat erat saling terkait dan saling tergantung.
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Keterbukaan informasi publik saat ini
yang semakin berkembang dari segi positif
dapat dimanfaatkan humas dalam pengelolaan
managemen reputasi melalui pemanfaatan me-
dia, hal ini membuat humas harus bekerja keras
dalam pengelolaan reputasi tersebut agar repu-
tasi baik pemerintahan saat ini dapat terjaga
dengan baik.

Reputasi merupakan aset penting bagi
organisasi, karena kepercayaan publik diban-
gun berdasarkan reputasi.Kehancuran reputasi
perusahaan dapat terjadi karena beberapa se-
bab.Seperti konflik internal, perselisihan, keti-
dakmampuan manajemen, performa yang ti-
dak baik, dan masih banyak lagi.Apalagi dalam
lingkungan organisasi yang terus berubah dan
berkembang menyesuaikan dengan kondisi
sekitarnya.

Dalam suatu penelitian terhadap seratus
top eksekutif, lebih dari 50% menganggap “pent-
ing sekali untuk memelihara publik yang baik” (
Soemirat& Ardianto, 2002:111). Tetapi, banyak
kasus menunjukkan (antara lain yang terbaru
adalah gejolak Freeport dan kasus Newmont)
bahwa manajemen reputasi ternyata bukan-
lah pekerjaan mudah, atau perusahaan belum
sungguh-sungguh memahami dan menerapkan
pentingnya manajemen reputasi.

Membangun reputasi memang tidak
sama dengan memperbaiki kembali bangunan
yang telah hancur. Ada faktor kepercayaan pub-
lik yang sangat kental melekat di dalammya
sehingga bila reputasi ”jeblok”, maka keper-
cayaan publik yang melekat itu lepas dengan
cepat dan untuk “menempelkannya” kembali
membutuhkan waktu yang lama. Dalam kaitan
ini, para praktisi humas memiliki peran kunci
dalam memelihara reputasi, mengingat jang-
kauan reputasi mampu melampui batas-batas
dimensi yang ada dan PR merupakan jembatan
yang sanggup menghubungkan komunikasi di
batas-batas tersebut.Hal yang paling mendasar
adalah bagaimana menyadari pentingnya ren-
cana program komunikasi terpadu pihak peru-
sahaan dengan menempatkan humas secara
strategis dalam manajemen perusahaan.Hal ini
perlu diingatkan karena masih banyak instansi
pemerintah yang melupakan peran dan strategi
humasnya.Tak jarang pimpinan instansi pemer-
intah hanya membutuhkan humas ketika sudah
terjadi krisis, atau ketika reputasi mulai terseok-
seok.
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